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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan suatu akad yang menyatukan dua orang insan yang
dulunya bukan siapa-siapa menjadi satu kesatuan penting yang tak terpisahkan.
Salah satu manfaat adanya perkawinan yaitu agar lestarinya generasi manusia dari
zaman ke zaman sehingga bumi akan terus dimakmurkan oleh manusia dari
generasi ke generasi sesuai firman Allah dalam Q.S. al Bagarah/2: 291,
o (231 @ L (S gl sl 5
Salah satu yang menjadi tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan
dengan cara yang dibenarkan dan diakui oleh syariat. Hal itu sesuai dengan
magashid al-Syari’ah yaitu hifzh al-Nasl yakni menjaga keturunan lewat
disyariatkan perkawinan kepada manusia. Dengan adanya perkawinan maka
lahirlah istilah yang disebut keluarga, laki-laki menjadi suami dan perempuan
menjadi istri hingga akhirnya mereka berdua memiliki keturunan yaitu anak, tak
sampai di situ saja, orang tua dari suami maupun istri menjadi kakek dan nenek bagi

anak tersebut dan seterusnya?.

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang,
1998), him 5.

2 Al Ahmad Al-Jarjawi, Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh, ed. oleh Khalid Al-Atthar, 11
(Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2003), him 4.



Lalu kematian manusia merupakan suatu kepastian, bahkan tak hanya
manusia, seluruh makhlukNya pun akan menemui akan kebinasaan sesuai firman

Allah dalam Q.S. Ali ‘Imran/3: 1853,
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Sebagai manusia yang lemah dan serba memiliki keterbatasan kita tidak
pernah tahu siapa yang dahulu pergi dari dunia ini selama-lamanya, dan juga orang
yang meninggal tidak akan pernah bisa untuk membawa harta kebendaan yang ia
miliki ke kehidupan selanjutnya, sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam hadits

yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:
dan Fyy OW aord BW bl a ooy ade B b didgm, JB tdsh Sl oy W
‘ales dyy allog alal woryd desy oy alal any 21y
Oleh karena hal demikian Islam melalui syariatnya telah mengatur serinci
mungkin akan hal-hal yang berkenaan dengan kematian seseorang, dari masalah
kewajiban kepengurusan jenazahnya hingga hal yang berkenaan dengan harta yang
ditinggalkan oleh mayyit dikarenakan setelah meninggal orang tidak akan bisa
membawa harta-hartanya.
Lalu untuk siapa harta mayyit tersebut? Islam mengatur bahwa harta

peninggalan itu akan berpindah kepada beberapa keluarganya yang berhak

menerimanya atau yang disebut dengan ahli waris. Sebagaimana hadits Rasulullah:

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, him 74

4 Muhammad Isma’il Ibrahim Al-Bukhari, Al-Jdmi’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar
min “Umir Rasulilldh Shallallah "Alaih wa Sallam al-Syahir bi Shahih al-Bukhari (Karachi,
Pakistan: Al-Busyra, 2016), him 2877.
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Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan dilangsungkan sesuali
dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an serta
penjelasan tambahan dari hadits-hadits Rasulullah. Sebagai contoh yaitu Allah
menetapkan bahwa anak dalam kewarisan adalah menjadi ahli waris serta

menjelaskan bagian yang didapatkan anak tersebut baik laki-laki maupun
perempuan, hal itu dijelaskan oleh firman Allah dalam Q.S. al Nisa/4: 11°.
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Ayat di atas merupakan salah satu dalil yang menjelaskan bahwa anak
merupakan bagian dari ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Status
anak dalam kewarisan sangat tinggi karena tidak bisa dihalangi untuk menerima
warisan oleh anggota keluarga lainnya, bahkan dalam keadaan tertentu ia mampu
mencegah anggota keluarga lainnya untuk menjadi ahli waris pada saat keberadaan
anak sebagai ahli waris.

Seperti saudara ayah maupun ibu tidak menjadi ahli waris ketika keberadaan
anak laki-laki sebagai ahli waris, perumpaan lain seperti anak dari anak laki-laki
(cucu) yang tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris apabila ada anak laki-laki
dari mayyit tersebut.

Dalam Islam, ilmu yang membahas masalah pembagian harta warisan dan

ketentuan-ketentuan yang mengaturnya disebut dengan ilmu faraidh. Iimu ini

> Al-Bukhari, Al-Jami’ al-Musnad al-Shahih ..., him 2959,
& Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm 78.



mengatur secara rinci tentang siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana
pembagian harta, serta berapa bagian masing-masing ahli waris yang mendapatkan
bagian warisan. Ahli waris terdiri dari suami/istri, anak, orang tua, serta kerabat
dekat.

lImu faraidh memiliki kedudukan yang sangat penting mengatur sesuatu
yang berhubungan langsung dengan hak-hak individu dan keluarga. Sistem
kewarisan tersebut-lah yang dipakai oleh negara Indonesia dengan modifikasi dari
ijtihad-ijtihad para ulama yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti
penjelasan tentang siapa itu ahli waris yang tertuang pada pasal 171 ayat (3):

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan
tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris’.

Dalam ilmu kewarisan juga diatur bahwa ahli waris yang satu akan
mendinding ahli waris lainnya yang membuat ahli waris tersebut tidak lagi menjadi

ahli waris, seperti yang dijelaskan oleh Al-Nawawi:
Bare 31 gt b ol NI At Y W)
Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 174:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-
laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

7 Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, 2018), him 89.
& Muhy al-Din Abl Zakaria Yahya Syarf Al-Nawawi, Minhaj al-Thdlibin wa "Umdah al-
Muftin, I (Beirut, Lebanon: Dar al-Minhaj, 2005), him 174.



Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan
hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda®.

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa tatkala semua ahli waris yang
disebutkan oleh ayat (1) terkumpul dalam sebuah kasus kewarisan, maka hanya
lima ahli waris saja yaitu anak, ayah, ibu, janda atau istri, dan duda atau suami yang
berhak menerima harta warisan dari pewaris sedangkan yang lainnya terhalang dari
kewarisan sehingga tidak berhak menerima harta warisan sesuai ilmu kewarisan
baik yang diatur oleh figih klasik maupun Kompilasi Hukum Islam.

Keluarga yang tercegah dari kewarisan tersebut hanya bisa mendapatkan
harta warisan lewat cara selain dari menjadi ahli waris, seperti mendapatkan wasiat,
mendapatkan hibah dari ahli waris, menjadi ahli waris pengganti ataupun cara
lainnya yang dibenarkan secara syariat maupun secara negara.

Meski syariat Islam serta negara Indonesia telah mengatur sedemikian rupa
tentang kewarisan namun dalam prakteknya pembagian harta warisan tak jarang
menimbulkan konflik yang terjadi antara ahli waris, seperti masalah yang sering
ditemui tatkala seorang yang tidak berhak lagi menjadi ahli waris seperti paman
yang tidak lagi menjadi ahli waris karena keberadaan anak dari pewaris misalnya.
la tetap bersikeras untuk tetap menjadi ahli waris dengan segala cara yang ia
lakukan.

Permasalahan dalam kasus pembagian warisan lainnya yaitu salah satu ahli
waris merasa tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia terima. Misal ada dari ahli

waris mayyit merasa lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak

9 Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam ..., him 91-92.



dari ahli waris lainnya. Terutama dalam pembagian dengan sistem hukum Islam
yang menganut kaidah bagi seorang laki-laki mendapatkan sama seperti dua orang
perempuan.

Untuk solusi masalah ini ahli waris bisa menggunakan pembagian harta
waris dengan cara faraidh-ishlah yaitu dilakukan pembagian harta kewarisan
menurut ketentuan fardidh terlebih dahulu setelah itu dilakukan musyawarah
mufakat atau ishlah antara ahli waris. Kemudian diteruskan dengan kesepakatan
menyerahkan bagian ahli waris tertentu kepada ahli waris lain atau penerima waris
lainnya sebagai contoh pihak laki-laki merelakan bagiannya yang lebih banyak agar
dibagi sama rata saja guna menghindari konflik tersebut®®.

Masalah lainnya yaitu fenomena seseorang yang orang tuanya terlebih
dahulu meninggal daripada kakeknya dan orang tuanya tersebut memiliki saudara
laki-laki. Ketika kakeknya itu meninggal maka ia pun tidak berhak mendapatkan
warisan menurut hukum Islam karena paman atau saudara dari orang tuanya
merupakan anak pewaris dan menjadi penghalang si cucu untuk mendapatkan
warisan, tanpa melihat keadaan si cucu apakah ia dalam keadaan serba kekurangan
atau hal lainnya.

Mesir merupakan negara pertama yang memberikan solusi pada kasus ini,
pemerintahan negara tersebut melalui perundang-undangan no. 71 tahun 1946
mengatur bahwa washiyyah wajibah berhak diberikan kepada cucu yatim tersebut

dengan berlandaskan keadilan. Hal itu guna untuk membantu cucu mendapatkan

®Ahmadi Hasan, Adat Badamai Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada
Masyarakat Banjar, | (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), him 242-243.



harta warisan dari kakeknya yang meninggal meski secara hukum faraidh ia
terhijab dengan anak dari pewaris yang merupakan saudara orang tuanya'?.

Sementara di Indonesia kasus tersebut menjadi salah satu munculnya istilah
ahli waris pengganti dan ini dipandang sebagai sebuah terobosan yang lebih “maju”
dibandingkan solusi yang ditawarkan oleh Mesir. Undang-Undang negara Mesir
hanya mengatur bahwa cucu bisa mendapatkan harta warisan kakeknya melalui
jalan washiyyah wajibah saja.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjamin hak kewarisan
cucu pada kasus tersebut dengan menempatkannya sebagai ahli waris
menggantikan orang tuanya melalui pasal 185, dan aturan mengenai washiyyah
wajibah dalam KHI khusus terhadap kepada orang tua (anak) angkat sesuai pasal
209 ayat satu dan dua*2. Bunyi dari pasal 185 tentang ahli waris pengganti yaitu:

Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang disebut

dalam Pasal 173,

Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian yang

sederajat dengan ahli waris yang sederajat dengan yang diganti®3.

Istilah ahli waris pengganti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini

benar-benar baru dan tidak pernah dikenal sebelumnya dalam hukum kewarisan

Islam. Istilah ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam hanya mengarah kepada

11 M. Fahmi Al-Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, ed.
oleh A. Sukris Sarmadi (Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).

12 Wahidah, Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: an Overview from Gender
Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin, Samarah: Jurnal Hukum
Keluarga dan Hukum Islam 6, no. 2 (2022): him 14.

13 Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam ..., him 95-96.



ahli waris yang bisa menerima warisan dalam keadaan ketiadaan ahli waris tertentu
sehingga ia bisa menerima warisan dengan sebab tersebut4,

Kebaruan ini berdampak kepada banyaknya pro dan kontra dalam menilai
permasalahan ini terlebih salah satu dari asal usul kemunculannya yaitu dari
penafsiran seorang ulama Indonesia yakni Hazairin dalam menafsirkan kata mawali
pada surah al Nisa/4 ayat 33 yang sangat berbeda dengan penafsiran-penafsiran ahli
tafsir terdahulu.

Penilitian ini bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan ahli waris
pengganti dan eksistensinya dalam Kompilasi Hukum Islam, setelah itu peneliti
mengkajinya lagi dengan menggunakan perspektif filsafat hukum Islam atau yang
biasa disebut dengan hikmah al-Tasyri” sebagai alat untuk memandang

permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum
Islam ?
2. Bagaimana Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum

Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum

Islam.

14 Musa, Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum
Perdata, Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam 7, no. 1 (2020): him 12.



2. Mengetahui Bagaimana Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam

Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian
Berpijak dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai
nilai guna untuk :

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)
Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memperluas wawasan
keilmuan dan pengetahuan yang berorientasi kepada Ilmu hukum,
terutama yang berkaitan dengan hukum Islam secara umum dan hukum
keluarga secara khusus, juga berorientasi kepada Filsafat Hukum Islam
dalam memandang permasalahan baru yang ada dan berlaku di
Indonesia.
Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap
pengetahuan dan menambah bahan kepustakaan bagi Pascasarjana UIN
Antasari dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan pihak lain
yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

2. Aspek Praktis (Terapan)
Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pikiran bagi pembaca
terutama dari kalangan Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan
setiap putusan-putusan yang akan ditetapkan khususnya dalam
permasalahan hukum kewarisan yang berkenaan dengan kasus ahli waris
pengganti. Juga sebagai Yurisprudensi bagi para tokoh-tokoh agama

sebagai sumber referensi tentang ahli waris pengganti.
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E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini dimuat dengan maksud untuk memberikan pemahaman
yang jelas mengenai judul penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Hal ini
bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengambil maksud dari yang
ditulis, oleh karena itu maka perlu peneliti menjelaskan terlebih dahulu maksud dari
judul penelitian di atas:

1. Ahli Waris Pengganti

Orang yang semula bukan tergolong sebagai ahli waris tetapi karena
keadaan tertentu ia menjadi ahli waris ketika ahli waris yang seharusnya
menerima harta warisan telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal
atau tidak dapat menerima warisan karena keadaan-keadaan tertentu.

2. Filsafat Hukum Islam

IImu yang membahas tentang hukum Islam dengan kajian filosofis. lImu
ini bertujuan menyingkap asal mula dan makna dari hukum Islam untuk
menemukan prinsip-prinsip filosofis yang mendasari syariat tersebut. Dalam
istilah lain ilmu ini bisa disebut dengan hikmah al-Tasyri” yang bearti
hikmah atau makna tersirat dibalik ditetapkan suatu syariat. Salah satu tujuan
dari ilmu ini hukum Islam dipandang benar-benar luas dan menyeluruh
dimulai dari asas-asas hukum Islam, tujuan-tujuannya serta berbagai macam

hukum-hukum yang ada di dalamnya.

F.  Penilitian Terdahulu
Berikut peneliti menyertakan penelitian terdahulu yang sudah ada dan

memiliki kemiripan dengan pembahasan yang akan diteliti. Pada pembahasan
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mengenai penelitian terdahulu ini akan dijelaskan letak persamaan dan perbedaan
penelitan ini dengan penelitian-penelitian tersebut serta akan dijelaskan posisi
penilitian ini agar pembaca tidak mengira penilitian ini hanya sekedar pengulangan
terhadap penelitian yang sudah ada.
1. Buku berjudul “Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam
Kompilasi Hukum Islam” yang disusun oleh A. Sukris Sarmadi. Buku ini
membahas secara luas ahli waris pengganti dalam berbagai sudut pandang
seperti hukum Islam, hukum adat, dan lain-lain dengan menggunakan hukum
progresif sebagai pisau analisisnya. Buku ini berkesimpulan bahwa ahli waris
pengganti dalam KHI tidak sama dengan KUH Perdata (B.W) maupun dalam
pemikiran Hazairin. KHI melalui aturan mengenai ahli waris pengganti
tersebut memiliki dasar yang baik guna diterapkan dalam pembagian waris di
Indonesia. Dalam penilitian tersebut hukum progresif mendukung keadilan
yang ada pada ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI namun dengan
beberapa penyempurnaan butir-butir pasal guna memperjelas maksud dari
pasal tentang ahli waris pengganti dalam KHI tersebut.

Adapun penilitian ini akan berfokus kepada aturan mengenai ahli waris
pengganti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 185,
setelah itu ketentuan tersebut dipandang dengan “kacamata” Filsafat Hukum
Islam.

2. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam yang diterbitkan Samarah
dengan judul “Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An

Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious
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Courts in Banjarmasin”. Jurnal tersebut ditulis oleh Wahidah yang merupakan
studi putusan di Pengadilan Agama Banjarmasin terkait ahli waris pengganti.
Hasil dari penilitian di atas bahwa hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin
menyelesaikan kasus berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam pada pasal
185 mengenai ahli waris pengganti yang menetapkan keponakan menjadi ahli
waris menggantikan orang tuanya (saudara) yang telah meninggal.

Adapun penelitian ini tidak membahas secara khusus suatu putusan tertentu

berkenaan dengan ahli waris pengganti, akan tetapi penelitian ini akan
menganalisis aturan tentang ahli waris pengganti yang telah ada di dalam
Kompilasi Hukum Islam dengan perspektif Filsafat Hukum Islam.
3. Tesis dengan judul “Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum
Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata” yang disusun oleh
Pasnelyza Karani. Penelitian tersebut merupakan studi komparasi yang
membandingkan kedudukan ahli waris pengganti dari sudut pandang hukum
kewarisan islam dan kedudukannya dalam hukum kewarisan kuh perdata.

Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa ahli waris pengganti menurut
keduanya memiliki kesamaan dalam hal prinsip yaitu sama-sama
menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia dan posisinya
merupakan penghubung antara pewaris dengan orang yang menggantikan
posisi ahli waris tersebut, sebagai contoh yaitu seorang anak menggantikan

posisi ayahnya yang telah meninggal sebagai ahli waris dari kakeknya®>.

15 pasnelyza Karani, Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan
Hukum Kewarisan KUH Perdata, 2010, him 123.
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Adapun penelitian ini akan meneliti aturan tentang ahli waris pengganti

dalam Kompilasi Hukum Islam dengan sudut pandang Filsafat Hukum Islam,
jadi letak persamaannya hanya pada objek yang dikaji yakni tentang ahli waris
pengganti,
4. Jurnal yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi
Hukum Islam” yang ditulis oleh Barhamudin. Jurnal tersebut menjelaskan
eksistensi ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada
pasal 185. Penelitian di atas hanya meneliti aturan tentang ahli waris pengganti
yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 dengan simpulan bahwa
pasal tersebut masih sangat umum sehingga bisa memunculkan banyak
penafsiran terhadap pasal tersebut. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan
bahwa aturan Kompilasi Hukum Islam tersebut bersifat alternatif.

Adapun penilitian ini tidak hanya membahas ketentuan ahli waris pengganti
dalam Kompilasi Hukum Islam saja namun lebih lanjut akan memandang
ketentuan tersebut dengan memakai teori Filsafat Hukum Islam sebagai pisau
analisisnya.

5. Jurnal yang berjudul “Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti
Perspektif Hukum Islam” oleh Hajar M. Penelitian ini meneliti lebih jauh
tentang asal usul dari pemunculan istilah ahli waris pengganti yang ada dalam
Kompilasi Hukum Islam lalu dianalisis menggunakan perspektif Hukum Islam.
Penelitian ini berkesimpulan bahwa ahli waris pengganti berasal dari Hukum
Adat yang diadopsi dari hukum perdata Belanda B.W. Code Civil Napoleon

merupakan asal dari hukum perdata Belanda tersebut dan merupakan turunan
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dari hukum Romawi. Analisis dalam penilitian tersebut menggunakan
perspektif hukum Islam dan memperoleh hasil bahwa ahli waris pengganti
tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan perlu ditinjau ulang
meski telah membudaya.

Adapun posisi penelitian ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana ahli waris
pengganti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam sudut
pandang Filsafat Hukum Islam yang lebih memperhatikan aspek nilai-nilai
yang dikehendaki oleh syariat itu sendiri.

Selain beberapa penelitian di atas, peneliti juga akan menambahkan
beberapa putusan dalam ranah Peradilan Agama terkait penetapan ahli waris
pengganti guna menjadi penguat tentang berlakunya penerapan ahli waris pengganti
di Indonesia.

1. Permohonan Nomor: 0250/Pdt.P/2011/PA/Bjm oleh Pengadilan Agama
Banjarmasin, pada awalnya pembagian kewarisan berdasarkan hukum waris
Islam oleh majelis hakim, akan tetapi selanjutnya menerapkan pasal 185
Kompilasi Hukum Islam dengan hasil cucu dapat menggantikan kedudukan
orang tuanya yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris.

2. Surat gugatan Nomor: 0791/Pdt.G/2011/PA.Bjm oleh Pengadilan Agama
Banjarmasin yang berisikan bahwa penggugat mendalilkan ahli waris dari
almarhum Hj. AR adalah H.MR sebagai saudara kandung dan AK sebagai anak
angkat, selain dari kedua ahli warns tersebut tidak ada lagi ahli waris lainnya.
Bahwa ditemukan fakta di persidangan bahwa almarhum Hj. AR tidak hanya

meninggalkan dua orang ahli waris seperti yang disebut oleh penggugat, tetapi
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ada lagi ahli waris lainnya yaitu WR dan MA. Terhadap fakta di atas, majelis
hakim berpendapat bahwa kedua orang tersebut tergolong sebagai ahli waris
dari almarhum Hj. AR berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam
mengenai ahli waris pengganti.

3. Putusan nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg tanggal 12 Agustus 2015 oleh
Pengadilan Agama Pinrang, menurut majelis hakim terdapat sistem
penggantian tempat bagi ahli waris (H. Madimang bin H. Lasse) yang
meninggal lebih dahulu daripada pewaris (H.Lasse/Hj.Nandong).

4. Putusan nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji oleh Pengadilan Agama Binjai
yang menangani kasus gugat waris, dalam putusan tersebut cucu dari pewaris
ditetapkan oleh majelis hakim sebagai ahli waris pengganti dan menggantikan
kedudukan ibunya yang meninggal terlebih dulu daripada pewaris dengan
merujuk Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat (1) dalam penetapan ahli
waris pengganti tersebut.

5. Putusan nomor : 0013/Pdt.P/2015/PA.Dps oleh pengadilan agama Denpasar
yang dalam salah satu diktum amarnya menetapkan cucu pewaris (Dwi Nastiti
Wiranjani binti Yusuf Sunyoto) sebagai ahli waris pengganti menggantikan
posisi dari ayahnya (Yusuf Sunyoto bin Kasim Darto) yang meninggal terlebih

dahulu daripada pewaris (Supatmi binti Marhaban).

Kerangka Teori

Teori merupakan sebuah prinsip dasar yang menjadi pisau analisis yang

berguna untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah penelitian. Kerangka
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teori memiliki tujuan untuk menjelaskan gambaran tentang batasan teori yang
digunakan sebagai landasan penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni teori-teori yang
termasuk dalam ranah Filsafat Hukum Islam yang menurut peneliti dapat dipakai
untuk memandang lebih dalam tentang ketentuan ahli waris pengganti yang diatur
oleh pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Sebelum masuk kepada teori-teori
tersebut, peniliti akan memberi gambaran terlebih dahulu mengenai Filsafat Hukum
Islam.

Filsafat Hukum Islam apabila dijabarkan secara umum dan ringkas berasal
dari 3 suku kata dengan dua komponen utama yaitu kata filsafat dan hukum Islam.
Filsafat diambil dari bahasa Yunani yakni philoshopia dan kata tersebut terdiri dari
kata philia maknanya cinta dan shopia makna kearifan, jadi penggabungan kata 2
kata tersebut memiliki makna cinta kearifan'¢.Kata arif bersinonim dengan kata
bijak yang dalam bahasa arab diungkapkan dengan istilah hikmah.

Titik temu antara kata hikmah dan filsafat yakni hikmah berisikan wawasan
tentang asal-usul sesuatu dan pengenalan apa yang ada dalam sesuatu tersebut
seperti mengetahui faidah dan kegunaannya ... sementara inti dari filsafat yakni
pola fikir yang mendalam akan sesuatu dengan cara mengetahui bagaimana, apa,
serta nilai-nilai dari sesuatu tersebut'’.

Sementara hukum Islam merupakan pedoman yang berisikan ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan Allah melalui syariatnya guna mengatur kehidupan

16 Muhammad Hasdin Has, Kajian Filsafat Hukum Islam dalam Al-Quran, Al-'4d! 8, no.
2 (2015): him 2-3.
17 Has, Kajian Filsafat Hukum ..., him 4.
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hamba-hambaNya agar tercipta kehidupan yang baik. Sama ada aturan tersebut
mengatur tentang kehidupan hamba kepada TuhanNya, kehidupannya dengan
hamba lainnya, maupun kehidupan hamba dengan segala makhluk ciptaan Allah
Swit.

Dengan penjabaran di atas disimpulkan bahwa Filsafat Hukum Islam sama
dengan hikmah al-Tasyri’ atau hikmah dari adanya ketentuan-ketentuan Allah
melalui syariat. Dengan kata lain sebagai jawaban dari pertanyaan mengapa Allah
menetapkan demikian. Selanjutnya peneliti akan menjabarkan teori-teori apa saja
yang digunakan sebagai pisau analisis yang masuk dalam ranah Filsafat Hukum
Islam: Magéashid al-Syari’ah, Ushul Figih, Ahkam al-Syari’ah dan Qawaid al-
Fighiyyah.

1. Maqgéshid al-Syari’ah

Maqashid al-Syari’ah terdiri dari dua suku kata yang sama-sama berasal
dari bahasa arab yaitu kata magashid dan al-Syari’ah. Magashid merupakan
bentuk jamak dari kata magshad yang merupakan isim makan atau mashdar
mim1 dari kata kerja gashada-yagshidu-goshdan-magshadan. Dalam kamus
munawwir kata tersebut bermakna menuju kepada sesuatu, jadi kata magshad
yang merupakan isim makan jika dimaknai berdasarkan tashrif tersebut
memiliki arti tempat tujuan atau sesuatu yang dituju.

Sementara kata selanjutnya yaitu al-Syari’ah secara bahasa bearti sebuah
jalan dan secara istilah yaitu aturan berupa hukum-hukum yang telah diatur
oleh Islam, dan kata ini telah menjadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia

yaitu syariat. Kata syariat dalam KBBI bermakna hukum agama yang
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menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah dan
sesama manusia berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits*®.

Dari makna diatas dapat disimpulkan bahwa maqashid al-Syari’ah
merupakan suatu tujuan dibalik berlakunya hukum-hukum agama Islam yang
ada di kalangan manusia. Makna lain dari maqgashid al-Syari’ah yaitu hukum-
hukum tersebut tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk
tujuan lainnya yakni kemaslahatan. Dapat disimpulkan dengan dasar tersebut
bahwa tujuan hukum secara hakiki yaitu sebuah upaya untuk mengawinkan
kandungan Tuhan dengan hukum yang membumi dan manusiawi'®.

Menurut Al-Zuhaili definisi dari magashid al-Syari’ah yaitu makna dan
tujuan yang terdapat dibalik adanya syariat baik pada seluruh hukum-
hukumnya maupun kebanyakannya, atau dengan kata lain yaitu puncak dari
syariat itu sendiri, ia juga bermakna sebuah rahasia dalam sebuah ketentuan
hukum yang diatur oleh syariat. Mengetahui tujuan syariat itu merupakan suatu
keharusan bagi setiap hamba Allah, bagi para ulama berguna untuk
menetapkan sebuah hukum juga memahami teks syariat sementara bagi awam
berguna untuk mengenalkan kepada mereka tentang rahasia-rahasia dibalik
disyariatkannya suatu hukum?.

Al-Syathibi menjelaskan dalam kitab Tadzhib al-Muwéafagat bahwa asal

dari adanya syariat yang mengatur tentang perkara ibadah itu berasaskan

18 pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Jakarta, 2008), him 1578.

19 Wahidah dan Farihatni Mulyati, Penyelasaian Kasus Ahli Waris Pengganti pada
Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, 2021, him 144.

20 Wahbah Al-Zuhailf, Ush(l al-Figh al-Islamf, | (Damaskus, Suriah: Dar al-Fikr, 1986),
him 1017.
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kepada hifzh al-Din menjaga agama, karena nilai-nilai yang ada di dalamnya
demi mewujudkan terpeliharanya agama seseorang seperti nilai keimanan,
mengucapkan dua kalimat syahadat, ibadah shalat, zakat, puasa, haji, dan
ibadah-ibadah lainnya?:.

Adapun aturan mengenai kebiasaan-kebiasaan yang dihadapi manusia
seperti mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan
sebagainya, maka adanya aturan itu semua berasaskan hifzh al-nafs dan hifzh
al-‘aql®. Seperti disyariatkannya keharaman meminum arak berdasarkan

hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Abbas:

2SS 5Ty pomlsall o Lkt 1JB s ade o W gmy 5 ole ol o0
Arak menjadi pokok kejahatan karena ia menyebabkan rusak atau
hilangnya akal peminumnya sehingga besar kemungkinan bagi peminumnya
untuk melakukan tindak kejahatan. Hal itu disebabkan peran akal di dalam
dirinya telah hilang dengan sebab meminum arak tersebut, syariat yang
berperan dalam menjaga akal seseorang tidak menghendaki demikian sehingga
diharamkanlah untuk meminumnya.
Contoh lain yang berhubungan dengan menjaga jiwa yaitu syariat
mewajibkan bagi suami untuk menafkahi isteri dan anaknya guna

keberlangsungan kehidupan dirinya dan orang yang dinafkahinya.

21 |brahim Musa Al-Syathibi, Tadzhib al-Muwafaqgat, 11 (Saudi Arabia: Dar lbn Jauzi,
2008), him 115.

22 Al-Syathibfi, Tadzhib al-Muwafagat. him 115.

23 Ab( al-Qasim Sulaiman Ahmad Ayyib Al-Thabrani, Al-Mu jam al-Kabir, 11, vol. 11
(Kairo, Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1994), him 203.
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Selanjutnya yakni mengenai aturan yang berkaitan dengan hubungan
manusia dengan manusia lainnya seperti jual beli, pernikahan dan lain-lain.
Aturan mengenai hal tersebut berasaskan kepada hifzh al-Nasl dan hifzh al-Mal
menjaga nasab atau keturunan dan menjaga harta.

Terakhir yaitu aturan yang mengenai sanksi atau hukuman kepada pelaku
kriminal seperti disyariatkannya gishash (dibunuh) bagi yang membunuh.
Aturan ini berasaskan kepada semua dari tujuan syariat yang lima, karena
dengan adanya aturan tersebut manusia akan berpikir lagi untuk melakukan
kejahatan yang sebenarnya ingin ia lakukan ketika ia melihat hukuman yang
akan ia dapatkan?*.

Sebagai contoh seseorang yang awalnya ingin membunuh seseorang
yang melanggar kepada hifzh al-Nafs mengurungkan perbuatannya karena
takut mendapat hukuman berupa gishash sehingga terwujudlah tujuan syariat
berupa terpeliharanya nyawa seseorang.

Orang yang ingin mencuri yang melanggar kepada hifzh al-Mal tidak jadi
melakukannya dengan alasan tidak ingin kehilangan tangannya sebagai
konsekuensi dari perbuatan mencuri tersebut sehingga terciptalah
terpeliharanya harta seseorang.

Dua pasangan yang belum menikah ingin melakukan zina dan sangat
dekat dengan perbuatan tersebut, namun karena takut menerima cambukan

mereka pun mengurungkan niatnya sehingga keturunan pun terjaga.

24 Al-Syathibf, Tadzhib al-Muwafagat. him 115
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Seseorang yang ingin meminum arak tidak jadi karena takut dengan
hukuman yang akan ia terima sehingga terwujudlah hifzh al- ‘Agl dan seseorang
yang ingin meninggalkan agamanya dengan berbagai alasan tidak meneruskan
keinginannya tersebut karena melihat hukuman yang akan diterimanya yang
menyebabkan terciptanya pemeliharaan agama dengan adanya aturan tersebut.
2. Ahkam al-Syari’ah

Teori yang juga digunakan dalam penelitian ini yaitu teori ahkam al-
Syari’ah, teori ini meliputi segala pembahasan ilmu figih yang biasa dikenal
dengan istilah figih klasik.

IImu ini memiliki lima pokok pembahasan yaitu figih ‘ibddah membahas
hal-hal yang berhubungan dengan hubungan hamba dengan Allah Swt seperti
shalat puasa dan lainnya.

Figih mu amalah yang berisikan pembahasan ketentuan-ketentuan antar
sesama manusia seperti jual beli, sewa menyewa. Lalu figih munékahah yaitu
ilmu yang menjelaskan tentang hukum dan tata cara pernikahan yang sesuali
dengan syariat Islam serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya seperti talak,
rujuk dan lain sebagainya.

Selanjutnya yaitu figih jinayah berisi aturan tentang kejahatan-kejahatan
yang terjadi serta hukuman-hukuman apa yang ditetapkan oleh ilmu ini bagi
pelakunya seperti orang yang membunuh maka sebagai hukumannya ia harus
dibunuh juga. Terakhir figih gadh&d merupakan bagian dari figih yang

membahas tentang siapa saja yang berhak untuk menjadi penegak hukum
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apabila terjadi masalah dalam penerapan figih-figih di atas serta bagaimana
cara untuk menegakkannya sesuai dengan tuntunan syariat.

Sementara itu yang juga termasuk dalam ranah pembahasan ahkam al-
Syari’ah yaitu figih kewarisan. Meski terdapat perbedaan di kalangan ulama
tentang klasifikasi ilmu ini, sebagian ulama ada yang mengategorikan ilmu ini
termasuk fiqih mu 'amalah karena ia berkaitan dengan hubungan antar sesama
manusia, seperti Al-Nawawi yang menguraikannya dalam kitab Minhaj al-
Thalibin masih dalam pembahasan fiqih mu ’dmalah.

Di lain sisi sebagian ulama ada mengklasifikasikan ilmu ini dalam
pembahasan figih tersendiri, sehingga didapati sangat banyak karya-karya
ulama yang khusus membahas tentang kewarisan ini dari berbagai cara dan
sudut pandang. Walhasil, pembahasan figih mengenai kewarisan tetap masuk
sebagai pembahasan dari ahkam al-Syari ah.

a. Definisi Figih Kewarisan

lImu ini umumnya disebut dengan figih mawarits atau ilmu
faraidh. Kata faraidh berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk
jamak dari kata faridhah yang secara bahasa bermakna takaran atau
hitungan. Adapun menurut syariat ilmu faraidh memiliki arti sebuah
nama bagi takaran atau jatah yang sudah ditentukan secara syariat bagi
ahli waris®.

Definisi yang sedikit berbeda diutarakan oleh lbrahim al-Bajari

dalam kitabnya yang merupakan hasyiah dari kitab syarh al-Sansydri.

%5 Ahmad *Umar Al-Syathiri, Al-Yaq(t al-Nafis fi Madzhab Muhammad Ibn Idris (Beirut,
Lebanon: Dar al-Minhaj, 2011), him 199.
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menurut beliau ilmu faraidh memiliki makna pemahaman terhadap hal-
hal yang berkaitan dengan harta peninggalan mayyit serta memahami
perhitungannya secara khusus?®.
b. Definisi Waris

Warits dalam segi bahasa bearti al-Baga ' yang artinya tetap. la juga
memiliki arti lain yaitu perpindahan sesuatu dari suatu kelompok ke
kelompok yang lain. Adapun menurut syariat waris bermakna suatu hak
yang bearti masuk di dalamnya harta maupun non-harta yang mungkin
dibagi dan berhak diterima oleh ahli waris setelah meninggalnya orang
yang memiliki hak tersebut karena hubungan kekerabatan maupun
hubungan lainnya seperti pernikahan?.
c. Hak-Hak terkait dengan Harta Kewarisan

Harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dalam
ilmu ini disebut dengan tarikah, yang bila diartikan ke bahasa Indonesia
bermakna peninggalan. Diatur juga dalam ilmu bahwa sebelum masuk
ke pembagian harta warisan kepada ahli waris, ada beberapa hal yang
terkait dengan tarikah mayyit yang harus diselesaikan terlebih dahulu
secara berurutan yaitu:

1) Hak yang berkaitan langsung dengan tarikah tersebut seperti

zakat, gadai, dan lain sebagainya. Sebagai contoh harta mayyit

telah sampai nishab serta haulnya maka zakat pun wajib atas

26 |brahim AIl-Bajari, Hasyiah al-Syaikh lbrahim al-Bdjuri ’ald Syarh al-Sansy(ri, |
(Surabaya: Al-Haramain, 2006), him 46.

27 Hasan Ahmad Muhammad Al-Kaf, Al-Tagrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah Qism
al-Buyii’ wa al-Faréidh, | (Dar al-Mirats an-Nabawiy, 2013), him 203.
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mayyit tetapi pada saat mayyit masih hidup ia belum sempat
mengeluarkan zakatnya. Dalam keadaan ini didahulukan
penggunaan tarikah untuk menunaikan zakat yang telah wajib
bagi mayyit tersebut.

2) Keperluan untuk mengurus jenazah mayyit dari mulai
memandikan hingga menguburkannya. Segala biaya yang
keluar untuk keperluan ini menggunakan tarikah mayyit
tersebut.

3) Hutang piutang yang belum terselesaikan, seperti tanggungan
hutang piutang kepada orang lain dan belum sempat
dibayarkan. Pembayaran hutang tersebut menggunakan
tarikah yang ditinggalkan oleh mayyit.

4) Harta yang diwasiatkan oleh mayyit kepada orang lain yang
bukan termasuk ahli waris, wasiat ini memiliki jumlah
maksimal yaitu hanya boleh maksimal sepertiga dari tarikah
terhitung setelah hak pertama dan kedua terselesaikan.

5) Setelah selesai dari hak-hak di atas secara berurutan, barulah
tarikah tersebut bisa dibagikan kepada para ahli waris sesuai
dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat®.

d. Sebab-Sebab Kewarisan
Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang berhak untuk

menerima warisan ada 4 yaitu:

28 Al-Kaf, Al-Tagrirat al-Sadidah T ..., him 203.
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1) Hubungan kekerabatan seperti anak,

2) Hubungan pernikahan seperti suami dan istri,

3) Memerdekakan budak. Maka dalam suatu keadaan orang yang
memerdekakan bisa menjadi ahli waris dari orang yang
dimerdekakannya, dan

4) Islam. Tarikah mayyit diberikan kepada bait al-Mal sebagai
harta warisan ketika mayyit tidak memiliki ahli waris sama
sekali dengan ketiga sebab di atas®.

e. Rukun-Rukun Waris

Rukun dari waris ada tiga yaitu:

1) Maur(ts yakni orang yang diwarisi (mayyit),

2) Warits yaitu orang yang mewarisi atau bisa disebut dengan ahli
waris, dan

3) Hagqun maurdts bermakna hak atau harta yang diwariskan?°.

Perumpaan seperti seseorang bernama Zaid meninggal dan

mempunyai seorang istri dan 3 orang anak dan ia meninggalkan
sejumlah harta senilai 200 juta. Maka Zaid merupakan maurdts
sementara anak dan istrinya merupakan warits atau ahli waris dan harta

senilai 200 juta itu merupakan haggqun maurats.

2 Al-Nawawi, Minh3j al-Thalibin wa ..., him 173.
30 Al-Syathir, Al-Yaqat al-Nafis fi ..., him 201.
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f. Syarat Ahli Waris Menerima Warisan

Syarat-syarat yang membuat seseorang menjadi ahli waris dan

berhak menerima warisan itu ada 4 yaitu:

1) Kematian orang yang mewariskan,

2) Hidupnya ahli waris setelah kematian orang yang mewariskan,

3) Diketahui hubungannya dengan ahli waris baik dengan
kekerabatan, pernikahan maupun wala, dan

4) Diketahuinya sebab ahli waris menerima harta warisan.

g. Pencegah Kewarisan

Sesuatu yang menyebabkan tercegahnya seseorang mewarisi harta

mayyit ada 3 yaitu:

1) Pembunuhan. Seluruh ahli waris yang terlibat dalam
pembunuhan tidak berhak lagi menjadi ahli waris karena
pembunuhan tersebut,

2) Budak, dan

3) Perbedaan agama3!.

h. Macam-Macam Penghalang Kewarisan

Penghalang atau pendinding kewarisan terbagi menjadi 2:

1) Hijab isqgath atau hijab yang menggugurkan, yaitu suatu
keadaan yang mengharuskan kerabat mayyit terhalang dari
kewarisan dengan sebab adanya ahli waris lain yang bisa

mendindingnya. Dengan kata lain keluarga tertentu tidak lagi

31 Al-Nawawi, Minh3j al-Thalibin wa ..., him 173
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menjadi ahli waris atau yang disebut dengan hijab hirman.
Seperti anak mayyit yang mendinding saudara-saudara mayyit
beserta anak-anak mereka dan membuat mereka tidak bisa
mendapatkan harta warisan sebagai ahli waris*2.

2) Hijab nugshén atau hijab yang mengurangi yaitu suatu
keadaan di mana keberadaan ahli waris tertentu menjadi sebab
berkurangnya bagian ahli waris lainnya seperti suami yang
awalnya berhak menerima setengah akan tetapi ia memiliki
anak maka dengan keberadaan anak tersebut sebagai ahli waris
menyebabkan ia hanya mendapatkan seperempat dari
kewarisan?:.

I. Golongan yang Menerima Warisan

Para pewaris dari kalangan laki-laki itu ada 15 orang, terdiri dari
anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke
bawah, ayah, kakek atau ayah dari ayah dan seterusnya ke atas, saudara
laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu,
keponakan laki-laki dari saudara kandung, keponakan laki-laki dari
saudara seayah, paman (saudara kandung ayah), paman (saudara ayah
seayah), anak dari saudara kandung ayah, anak dari saudara ayah

seayah, suami, dan orang yang memerdekakan budaknya®*.

32 Ab( al-Husain Yahya Ab( al-Khair Salim Al-"Imrani, Al-Bayan fi Mazdhab al-"Imam
al-Sydfi’i, 1, vol. 9 (Beirut, Lebanon: Dar al-Minhaj, 2000), him 61.

33 Al-’Imrani, Al-Bayan fi Mazdhab ..., 9:him 62.

34 Muhammad Syukri Unus Al-Banjarf, Is ‘af al-Khaidh i ’Ilm al-Faraidh (Martapura: Dar
as-Syakirin, n.d), him 8-9.
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Sementara para pewaris dari kalangan perempuan itu ada 10 orang
terdiri dari anak perempuan, cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke
bawah, ibu, nenek seayah dan seibu dan seterusnya ke atas, saudari
kandung, saudari seayah, saudari seibu, istri, dan orang yang
memerdekakan budaknya.

3. Ushul Figih
Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori ushul
figih. Secara bahasa terdiri dari dua kata ushdl dan al-Figh, di sini peneliti akan
memberikan gambaran umum tentang ushul figih dimulai dengan definisinya,
beberapa bagiannya, serta objek dari ilmu ini berupa dalil-dalil yang digunakan
sebagai sumber hukum.
a. Definisi Ushul Figih
Ushul figih terdiri dari dua suku kata yaitu ushdl dan al-Figh,
keduanya berasal dari bahasa arab. Ush(l merupakan bentuk jamak taksir
dari ashl bermakna ma buniya ‘alaih ghairuh yaitu sesuatu yang dibangun
diatasnya oleh sesuatu selainnya seperti akar merupakan ashl dari pohon,
dan pondasi merupakan ashl dari rumah?,
Sementara kata al-Figh secara bahasa bearti al-Fahm yaitu faham
atau mengerti, sedangkan secara istilah memiliki arti sebuah pengetahuan
mengenai hukum-hukum syariat yang diamalkan dan hukum itu diperoleh

dari dalil-dalilnya yang terperinci®’.

35 Al-Syathiri, Al-Yaqat al-Naffs fi ..., hlm 203.

36 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah ff Ushl al-Figh wa al-Qawaid al-Fighiyyah
(Jakarta: Maktabah as-Sa’adiyyah Putra, n.d), hlm 5.

37 Al-Syathiri, Al-Yaqat al-Naffs f1 ..., him 41.
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Makna ushul figih menurut al-T4j al-Subki yaitu kumpulan dalil-
dalil figih secara global, sedangkan istilah Ushdli ditujukan kepada
seseorang yang memahami dalil-dalil tersebut, cara pengambilannya, dan
mengetahui keadaan orang-orang yang mengambilnya3®. Sementara
menurut Zakaria Al-Anshéri ushul figih bermakna dalil-dalil figih secara
umum, cara mengambil atau menggunakan dalil-dalil tersebut serta
mengetahui keadaan orang-orang yang mengambilnya®s.

b. Perbedaan Ushul Figih dan Figih

Perbedaan antara ilmu ushul figih dan ilmu figih terletak pada cara
pandangnya terhadap objek kajian, sebagai perumpaan yaitu firman Allah

dalam Q.S. al Bagarah/2: 434,

skuall fgal
Dalam sudut pandang figih, diketahui dari ayat diatas bahwa kita yang
termasuk mukallaf diwajibkan oleh Allah untuk mendirikan shalat yang
apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan berdosa ketika ia
ditinggalkan.
Sementara ilmu ushul figih memandang lebih jauh dan akan menjadi
salah satu jawaban dari pertanyaan yang muncul yaitu mengapa
diwajibkan? Penjelasan menurut sudut pandang ushul figih yaitu kata

aqimd dalam gramatika arab adalah fi’il ‘amr yang menunjukkan sebuah

38 T4j al-Din *Abd al-Wahhab AlT Al-Subki, Jam’ al-Jawédmi’ fi Ushil al-Figh, 11 (Beirut,
Lebanon: Dar al-Kutub al-’Timiyyah, 2003), him 13.

3% Ab0 Yahya Zakaria Al-Anshari, Lub al-Ushiil wa Huwa Mukhtashar Jam’ al-Jawédmi’
(Tarim, Hadhramaut: Dar al-Dzahabi, 2007), him 15.

40 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, him 7.
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perintah, dan perintah bermakna tuntutan pekerjaan dari yang derajatnya
lebih tinggi kepada yang derajatnya lebih rendah dan diketahui bahwa Al-
Qur’an merupakan kalam Allah tentu sangat tinggi derajatnya.

Lebih lanjut lagi dalam kata agim( berisi /i il di dalamnya yaitu wau
sebagai dhamir bariz muttashil bermakna kalian, khitdb fi’il amr mengarah
kepada semua yang mukallaf yang baligh dan berakal baik laki-laki
maupun perempuan. Artinya perintah dalam ayat diatas berasal dari zat
yang Maha Tinggi kepada yang lebih rendah yaitu makhlukNya yang
termasuk golongan mukallaf.

Lalu berdasarkan kaidah yang ditetapkan ulama dalam disiplin ilmu
ini yaitu hukum asal dari perintah adalah wajib selama tidak ada petunjuk
yang mengalihkannya kepada hukum yang lain, lalu setelah kata aqimd
disambut oleh maf™il atau objek dari kata kerja yaitu shalat, maka
diperoleh hasil bahwa makhluk Allah yang tergolong baligh berakal wajib
mendirikan shalat karena merupakan perintah Allah dalam Al-Qur’an dan
perintah menunjukkan kepada kewajiban.

c. Objek Kajian Ushul Figih

Para ulama berbeda pendapat tentang sumber apa saja yang dapat
digunakan untuk memperoleh sebuah hukum syariat atau yang biasa
disebut dalil. Hal ini menjadikan sumber hukum yang bisa menjadi dalil
apabila dilihat dari keabsahannya terbagi menjadi dua dalil yang disepkati

dan dalil yang masih diperdebatkan keabsahannya.
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Salah satu alasan mengapa ada dalil yang masih diperdebatkan karena
perbandingan ulama yang memakainya dengan yang tidak memakainya
tidak jauh berbeda dalam segi jumlahnya. Hal itu menyebabkan sumber
hukum tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sumber hukum yang
disepakati oleh ulama.

Peneliti akan menjelaskan satu persatu tentang apa saja dalil-dalil
yang tergolong disepakati serta penjelasannya secara ringkas sedangkan
pada dalil-dalil yang tidak sepakati peneliti hanya memberi penjelasan
lebih rinci hanya pada dalil yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1) Dalil-Dalil yang Disepakati
Dalil-dalil yang disepakati ulama ada empat: Al-Qur’an,
Hadits Nabi, Ijma’ dan Qiyas, ulama sepakat dengan penggunaan
keempat sumber hukum di atas sebagai dalil dalam menentukan
hukum syariat dan mereka juga bersepakat dengan tingkat
kekuatan ~ sumber hukum tersebut berdasarkan urutan
penyebutannya.
a) Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad yang setiap surahnya itu menjadi mukjizat, dan
membacanya menjadi sebuah kedekatan kepada Allah yang

bernilai ibadah*'.

41 Al-Anshari, Lub al-Ushdl wa ..., him 23.
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Definisi lain yang menjelaskan Al-Qur’an secara rinci
dipaparkan oleh Al-Zuhaili yaitu Al-Qur’an adalah firman
Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan
menggunakan lafal bahasa arab, yang bernilai mukjizat
dalam setiap surah-surahnya meski itu surah terpendek, yang
ditulis dalam lembaran-lembaran yang diriwayatkan dengan
mutawatir, yang bernilai ibadah dengan membacanya, yang
dimulai dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah al-
Nas*.

Ulama sepakat tentang kehujjahan Al-Qur’an atau
keabsahannya menjadi dalil yang menjadi sumber hukum,
mereka juga sepakat tentang kewajiban mengamalkan apa
yang ada di dalamnya, dan tidak boleh beralih kepada dalil-
dalil yang lain selama masih mungkin menggunakannya
sebagai dalil*.

b) Hadits Nabi

Hadits merupakan perkataan Nabi Muhammad,
perbuatannya, igrarnya terhadap suatu kejadian, dan sifat-
sifatnya®. Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi lainnya bersifat
ma’shum yakni terpelihara dari dosa bahkan ketika mereka

masih kecil, maka tidak mungkin mereka melakukan dosa

42 Al-Zuhailf
43 Al-Zuhail?
44 Al-Zuhailf

, Ushdl al-Figh al-Islami, him. 421.
, Ushdl al-Figh al-Islami, him 431.
, Ushal al-Figh al-Islami, him 449.
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apapun baik kecil apalagi yang besar, baik itu karena sengaja
maupun tidak*.

Dari penjelasan terpelihara Nabi dari dosa itu bearti Nabi
pun tidak pernah menyetujui suatu perbuatan yang salah
dalam sudut pandang syariat. Hal itu bearti diamnya Nabi
meski beliau tidak mengerjakannya merupakan dalil bahwa
hal tersebut diperbolehkan oleh syariat, dan menjadi sebuah
ketetapan hukum baik bagi yang berbuat maupun bagi
generasi setelahnya*®.

¢) ‘Iima’

“1Ijma’ merupakan kesepakatan para ulama yang mencapai
derajat mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad yang
terjadi setelah wafat beliau pada suatu masa dan terhadap
suatu perkara yang menjadi hukum dalam syariat*’.

Kehujjahan ijmd’ disepakati para ulama, dan perkara yang
masuk dalam kategori ijmad’ memiliki kekuatan hukum yang
tinggi bahkan mencapai derajat yakin setara dengan hukum
yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadits Nabi, dan inilah
pendapat mayoritas dari orang-orang islam dan dari

mayoritas ulama®.

4 Ab( Yahya Zakaria Al-Anshari, Ghayah al-Wushdl Syarh al-Ushdl (Indonesia: Al-

Haramain, n.d), 61.

46 Al-Ansharf, Lub al-Ushdl wa ..., him 45,
47 Al-Zuhailf, Ushal al-Figh al-1slamf, him. 490.
48 Al-Zuhailf, Ushal al-Figh al-1slamf, him 538.
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d) Qiyas
Qiyas secara bahasa memiliki arti mengukur sesuatu
dengan sesuatu yang lain untuk mengetahui letak persamaan
antara keduanya.
Sementara menurut istilah giyas bearti membandingkan
perkara yang tidak diketahui hukumnya dengan perkara yang
diketahui hukumnya berdasarkan sesuatu persamaan yang
ada dikeduanya untuk menyamakan hukum perkara yang
tidak diketahui tadi*®.
Sebagian ulama berpendapat bahwa gqiyas merupakan
tanda-tanda pada suatu hukum, dan juga ada pendapat qiyas
itu adalah ijtihad™C.
2) Dalil-Dalil yang Tidak Disepakati

Sementara  dalil-dalil  yang masih  diperdebatkan
keabsahannya atau menurut sebagian ulama disebut dengan al-
Mashadir al-Taba iyyah li al-Ahkam. Dalil-dalil tersebut menurut
pendapat yang masyhur ada tujuh yaitu: istihsan, mashlahah al-
Mursalah  atau  istishlah, istishhab  al-Hal, al-‘Urf
(kebiasaan/adat), gaul al-Shahabi (pendapat sahabat), syar” man

gablana (syariat rasul terdahulu), dan sad al-Dzari’ah**.

4 Muhammad Ahmad Al-Tilmasani, Miftah al-Wushdl ila Binad al-Furu ‘ald al-Ush{l
(Shaida, Beirut, Lebanon: Maktabah al-’ Ashriyyah, 2009), him 123.

50 Ab(i Ishaq Ibrahim AlT Yusuf Al-Syairazi, Al-Luma’ fi Ushil al-Figh, | (Jakarta: Dar al-
Kutub al-Islamiyyah, 2011), him 132.

51 Al-Zuhaili, Ushil al-Figh al-1slamft, him 734.
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Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan salah satu
dari al-Mashadir al-Taba’iyyah i al-Ahkam yaitu istishlah yang
bearti mengambil suatu kemaslahatan. Oleh karena itu peneliti
akan menjabarkan teori ini dengan ringkas.

Istishlah merupakan mashdar dari fi’il tsuldatsi mazid bi
tsalatsah ahruf, dengan asal fi’ilnya yaitu “Soluha-Yasluhu-
Sulhan/Mashlahatan” yang bearti memiliki kebaikan. Kata
mashlahah merupakan sinonim dari kata manfa’ah baik secara
lafal maupun arti®2. Kata tersebut memiliki antonim vyaitu
mafsadah yang memiliki arti kerusakan. Mashlahah yang
diistilahkan oleh para ulama syariat islam mungkin bisa sebagai
berikut:

Suatu kemanfaatan yang menjadi tujuan dari adanya syariat
yang bijaksana untuk hamba-hamba Allah, maka siapa yang
menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, serta
hartanya maka sungguh ia telah menerapkan suatu ketertiban
antara dirinya serta mahslahahnya3.

Mashlahah jika dilihat dari segi keabsahannya di sisi syariat

terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

52 Muhammad Sa’id Ramadhan Al-B(thi, Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-
Islamiyyah (Damaskus, Suriah: Muassasah ar-Risalah, 1983), him 23.
53 Al-Bthi, Dhawabith al-Mashlahah f7 ..., him 23.
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a) Al-Mashlahah al-Mu tabarah

Mashlahah ini merupakan kebaikan yang diakui dan
dibenarkan oleh syariat, dengan penjelasan bahwa
kemaslahatan inilah yang diinginkan oleh syariat dengan
penetapan hukum-hukum secara rinci®*. Kedudukan
mashlahah ini merupakan hujjah dan bisa digunakan sebagai
dalil suatu hukum tertentu.

Termasuk dalam Kkategori ini yakni hukum yang
ditetapkan oleh syariat untuk mewujudkan tujuan-tujuan
syariat yang lima seperti disyariatkannya jihad dalam Islam,
hal itu memiliki mashlahah berupa terjaganya agama. Juga
dibalik disyariatkannya gishash bagi yang membunuh jiwa
tanpa ada hak untuk melakukannya, hal memiliki mashlahah
berupa terjaganya jiwa®®.

b) Al-Mashlahah al-Mulghah

Merupakan mashlahah yang tidak sejalan dan
bertentangan dengan syariat, sehingga ia dibatalkan dan tidak
dianggap oleh syariat®®.

Seperti cerita yang terjadi pada raja Andalus, yang mana
raja tersebut memandang kepada salah satu budak

perempuannya pada siang hari Ramadhan sehingga ia tidak

54 Al-Zuhaili, Ushil al-Figh al-1slamf, him 752.
55 Al-Zuhaili, Ushl al-Figh al-I1slamf, him 752-753.
56 Al-Zuhaili, Ushil al-Figh al-Islamft, him 753.
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bisa menahan untuk berhubungan dengan budak perempuan
tersebut. la pun menyesal dan menanyakan kepada para
ulama pada saat itu, dijawab oleh salah satu ulama dari
murid-murid “Imadm Malik untuk langsung berpuasa dua
bulan berturut-turut. Ulama tersebut ditanya mengenai
alasannya memberikan fatwa yang tidak sesuai dengan
madzhab "Imam Malik, lalu ulama itu menjawab bahwa jika
ku jelaskan seperti demikian yaitu memerdekakan budak
maka raja tersebut akan terus berhubungan pada siang
Ramadan karena begitu mudah baginya untuk
memerdekakan budak, jadi ku arahkan ia kepada perkara
tersulit baginya yakni puasa dua bulan berturut-turut®’.

Pada permasalahan tersebut meski memfatwakan dengan
puasa dua bulan berturut-turut lebih memberikan efek jera
bagi pelakunya dibandingkan memerdekakan budak yang
merupakan sebuah mashlahah, akan tetapi syariat
membatalkannya dengan mewajibkan memerdekakan budak
terlebih dahulu dibanding berpuasa dua bulan berturut-turut.
Maka tidak boleh membenarkan mashlahah tersebut karena

jelas bertentangan dengan syariat®®.

57 Muhammad Ahmad Utsman Al-Dzahabi, Siyar ’'Aldm al-Nubald, vol. 10 (n.p:
Muassasah ar-Risalah, 1985), him 521.
58 Al-Zuhaili, Ushil al-Figh al-Islamft, him 753.
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c) Al-Mashlahah al-Mursalah

Mashlahah ini menurut AIl-Bathi merupakan setiap
kemanfaatan yang masuk dalam kategori tujuan-tujuan
syariat akan tetapi tidak ada penguat tambahan yang bisa
mendukung maupun membatalkannya®®.

Senada dengan Al-Bathi, Al-Zuhaili mengartikan al-
Mashlahah al-Mursalah dengan pengertian suatu mashlahah
yang tidak diketahui pengakuan maupun pembatalan oleh
syariat baik berupa nash seperti Al-Qur’an dan Hadits
maupun berupa “ijmd’ dengan kata lain tidak ditemukan pada
dalil-dalil syariat sesuatu yang sesuai atau menyalahinya®.

Diketahui bahwa jenis pertama dari mashlahah dapat
menjadi landasan hukum, jenis kedua tidak dapat menjadi
landasan hukum. Adapun jenis ketiga merupakan jenis
mashlahah yang diperdebatkan apakah bisa menjadi
landasan hukum atau tidak.

Menurut kebanyakan ulama bahwa mashlahah sama
sekali tidak bisa dijadikan dalil atau landasan hukum,
pendapat ini didukung oleh lbn al-Hajib. Dinukil dari al-

"Amidi bahwa ini merupakan kesepakatan para ulama,

59 Al-Bthi, Dhawabith al-Mashlahah fi ..., him 330.
80 Al-Zuhaili, Ushil al-Figh al-Islamft, him 754.
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sementara ulama dari kalangan Syi’ah sepakat untuk tidak
memberi fatwa dengan alasan mashlahah®:.

Menurut “Imadm Malik dan pendapat ini dipilih oleh
“Imam Haramain bahwa mashlahah ini dapat menjadi hujjah
secara mutlak®?,

Sementara menurut al-Ghazali mashlahah ini dapat
menjadi landasan hukum dengan syarat bersifat dhardriyyah,
gath lyyah, serta kulliyyah. Yang dimaksud dhardriyyah di
sini yaitu mashlahah tersebut harus masuk dalam salah satu
tujuan syariat yang lima, gathiyyah bermakna mashlahah
tersebut benar-benar nyata bukan terkaan semata, dan
kulliyyah bermakna mashlahah tersebut benar-benar
menyeluruh ke semua kalangan®.

Pembagian mashlahah apabila dilihat dari segi kekuatannya
maka mashlahah terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
a) Dhardriyyah

Merupakan sesuatu yang jika tidak diwujudkan serta
dijaga keberadaannya akan merusak tatanan kehidupan dari
segi keduniaan dan dimensi keakhiratan, serta juga akan
menyebabkan kehilangan kenikmatan dan mendapatkan

kesengsaraan®.

61 Al-Zuhaili, Ushal al-Figh al-1slamf, him 758.
62 Al-Zuhaili, Ushal al-Figh al-Islamf. him 758
83 Al-Zuhaili, Ushil al-Figh al-I1slamft, him 759.
64 Al-Zuhaili, Ushil al-Figh al-Islamft, him 755.
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Hal ini juga bisa disebut dengan al-Ushdl al-Khamsah
yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta
benda. Jenis mashlahah pada level ini merupakan mashlahah
tertinggi dan paling kuat dibanding dengan jenis mashlahah
lainnya®.

b) Hajiyyah

Merupakan tingkatan kedua yang juga harus dijaga namun
ketiadaannya tidak menyebabkan kepada kerusakan tatanan
kehidupan seperti pada kebutuhan primer di atas.

Ketiadaan mashlahah ini akan menyebabkan kesulitan
dalam pelaksanaannya tanpa merusak tatanan kehidupan.
Seperti diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan bagi
perempuan hamil, menyusui, dan yang sakit®. Hal di atas
tidak sampai batas yang sangat-sangat diperlukan, namun
diperbolehkan dengan pertimbangan sebagai kebutuhan bagi
mereka untuk berbuka ketika dalam keadaan seperti itu.

c) Tahsiniyyah

Mashlahah yang tidak sampai derajat dhardriyyah
maupun hajiyyah akan tetapi ia hanya memperindah serta
memperoleh kemudahan bagi mereka yang mendapatkannya,

juga sebagai pemeliharaan paling baik dalam segi ‘adat

85 Abl Hamid Muhammad Muhammad Muhammad Al-Ghazali, Al-Mustashfa min ’lim al-
Ushdl (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-’Tlmiyyah, 1993), hlm 174.
66 Al-Zuhaili, Ushil al-Figh al-Islamf. him 755.



41

maupun mu’dmalah. Seperti diterimanya fatwa dan
periwayatan seorang budak meski persaksiannya tidak
dianggap oleh syariat®’.

4. Qawaid al-Fighiyyah

Qawaid al-Fighiyyah terdiri dari dua kata yaitu “gawdid” yang
merupakan bentuk jamak dari kata “qd’idah” artinya aturan atau prinsip,
makna lain dari kata “gd’idah” secara bahasa yaitu pondasi dari sesuatu.
Adapun menurut istilah bermakna suatu prinsip yang bersifat universal yang
mencakup perkara-perkara kecil di dalamnya membuat hukum perkara tersebut
bisa dipahami®.

Kata selanjutnya yaitu “al-Fighiyyah” yang merupakan turunan dari kata
al-Figh dengan ditambahkan ya™ nisbah, penambahan tersebut mengisyaratkan
bahwa aturan tersebut berkaitan dengan ilmu figih. Qawaid al-Fighiyyah
memiliki definisi prinsip-prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan untuk
memahami dan menerapkan hukum syari’at.

Menurut Al-Seqgaf ilmu merupakan salah satu macam dari ilmu figih
yang memiliki pengertian: Suatu aturan yang digunakan untuk mengetahui
hukum dari perkara-perkara baru yang tidak terdapat hukumnya dalam nash

syariat seperti Al-Qur’an, Hadits, maupun kesepakatan ulama (ijma’)®°.

7 Al-Ghazali, Al-Mustashfé min "Ilm ..., hlm 175,

8 >Abd al-Rahman Abdullah Al-Seqaf, Husn al-Bayan li Qawaid al-Figh al-Mushan, |
(Tarim, Hadhramaut, 2015), him 21.

89> Abd al-Rahman Abdullah Al-Seqaf, Al-Qawd 'id al-Fighiyyah, | (Tarim, Hadhramaut:
Tareem li ad-Dirasah wa an-Nasyr, 2014), him 23.
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Diketahui dari pengertian di atas bahwa gqawaid al-Fighiyyah merupakan
ilmu yang mengumpulkan hukum-hukum figih yang bertebaran pada setiap
babnya dan dengan data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui hukum-
hukum perkara baru yang belum ada hukumnya dari syariat dengan cara
memasukkannya kepada sebuah aturan, kaidah atau prinsip hukum figih yang
telah ada hukumnya tersebut®.

Kaidah yang akan digunakan dalam penelitian:

a. Kaidah yang berkenaan dengan perihal adat kebiasaan yaitu kaidah:

15,82 33kl
Kata muhakkamah dengan huruf ha yang tidak bertitik, berbaris atas
dan dengan tasydid pada huruf kaf yang berbaris atas, sebagaimana yang
dijelaskan oleh Al-Mahalli.
Sebagian ulama membacanya dengan ha sukin serta huruf kaf
berbaris atas tanpa tasydid yaitu muhkamah, kata tersebut memiliki arti
menjadi bernilai secara hukum dan dianggap oleh syariat’.

Dalil dari kaidah ini yaitu firman Allah Q.S al *A’raf/7: 199",

skt o5 2l Sals

0 Al-Seqaf, Al-Qawd 'id al-Fighiyyah, him 23.

L Ab(l Bakar Abl al-Qasim Al-Ahdal, Syarh al-Faréid al-Bahiyyah fi Nazhm al-Qawaid
al-Fighiyyah, | (Beirut, Lebanon: Muassasah ar-Risalah Nasyirun, 2009), him 48.

72 Muhammad Yasin Tsa Al-Fadani, Al-Fawaid al-Janniyyah Hasyiah al-Mawahib al-
Sanniyyah Syarh al-Faraid al-Bahiyyah fi Nazhm al-Qawaid al-Fighiyyah (n.p: Al-Bidayah, n.d),
him 225.

3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, him 176.
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Maksud dari kata al-‘Urf dalam ayat di atas yaitu al-‘Addh yang
bermakna kebiasaan’, ada pendapat lain yaitu maksud dari kata al- ‘Urf
yaitu sesuatu yang diketahui nilai kebaikannya oleh syariat’®.

Makna al-‘4dah di sini yaitu sesuatu yang telah tertanam dalam
benak manusia secara alami mengenai perkara-perkara yang sering
dialami dalam kehidupan manusia dan hal itu diterima oleh akal®.

b. Kaidah yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kemaslahatan:
Tislall bos ae S Je aleY) 2 a5

Salah satu permasalahan figih yang menggunakan kaidah ini sebagai
dalil yaitu tidak bolehnya seorang pemimpin mengangkat seorang yang
fasik sebagai imam dalam shalat berjamaah, meski ulama berpendapat
sahnya shalat di belakang imam yang fasik tapi hukumnya adalah
makruh. Seorang pemimpin dituntut untuk memberikan sebuah putusan
yang bernilai mashlahah bagi rakyatnya, dan tidak ada nilai
kemaslahatan ketika membawa seseorang mengerjakan sesuatu yang
makruh’®,

Dijelaskan oleh al-Suydthi bahwa “Imam al-Syafi’l mengungkapkan

kaidah ini dengan ‘ibdrah yang berbeda yaitu:

74 Al-Ahdal, Syarh al-Faraid al-Bahiyyah ..., him 48.

s Al-Fadant, Al-Fawaid al-Janniyyah Hasyiah ..., him 225.

76 Al-Fadani, Al-Fawaid al-Janniyyah Hasyiah ..., him 226.

77 Jalal al-Din ’Abd al-Rahman Al-Suy(thi, Al-Asybah wa al-Nazhair, | (Beirut, Lebanon:
Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1983), him 121.

8 Al-Suy(tht, Al-Asybah wa al-Nazhair. him 121
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Pl pr J3 W a8 IV a plaY e

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penilitian ini merupakan penelitian terhadap ketentuan yang ada dalam
Kompilasi Hukum Islam kemudian dianalisis dengan sudut pandang Filsafat
Hukum Islam. Penelitian menggunakan data dan objek penelitian bersumber
dari berbagai buku, jurnal, ensiklopedia, artikel, dokumen, dan beberapa
hasil penelitian lainnya yang memiliki kesesuaian dengan permasalahan
yang diteliti. Sesuai penjelasan di atas maka penelitian ini tergolong
penelitian hukum normatif atau jenis penelitian kepustakaan (library
research). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
konseptual dan analisis (conceptual and analytical approch).

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data yang
dituangkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Jenis data ini juga
menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan
sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga,
yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer

adalah data yang didapatkan langsung dari objek penelitian dengan

S Al-Suyatht, Al-Asybah wa al-Nazhair, him 121.
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pengambilan data langsung pada objek tersebut. Bahan hukum sekunder
merupakan sumber hukum yang tidak langsung memberikan data kepada
peneliti, seperti buku-buku, dan lain-lain. Adapun bahan hukum tersier
adalah bahan hukum yang menerangkan mengenai bahan hukum primer
maupun sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum
Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kitab dan buku-
buku yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian
seperti: al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi’i, Takmilah Zubdah al-
Hadits fi Figh al-Mawarits, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Tadzhib al-
Muwaéfaqgat, al-Yaqdt al-Nafis, Ushdl al-Figh al-Islami, al-Mustashfa,
Qawaid al-Fighiyyah, Figh Mawaris, Dekonstruksi Hukum Progresif
Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Juga tesis, jurnal,
makalah, dan sumber tertulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian
sebagai kajian teori yang digunakan dalam analisis.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

seperti kamus dan ensiklopedia.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan studi dokumenter. Yaitu dengan cara mengumpulkan
berbagai referensi yang berkaitan dengan judul penelitian, baik dari sumber
yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier serta sumber lain yang ada
kaitannya dengan penelitian. Hasil dari sumber-sumber tersebut baik yang
dikutip secara langsung ataupun tidak, disusun menjadi suatu paparan yang
jelas mengenai topik pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari sumber-sumber yang ada, maka data
tersebut dianalisis guna mendapatkan simpulan. Teknik yang peniliti
gunakan untuk menganalisis data ini dengan menggunakan teknik analisis
deskriptif. Analisis deskriptif ini merupakan metode penelitian dengan cara
mengumpulkan data dengan sebenarnya kemudian data tersebut disusun,
diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah

yang ada®.

I.  Sistematika Penulisan

Kajian tentang ketentuan ahli waris pengganti dalam perspektif Filsafat
Hukum Islam yang menjadi pembahasan tesis ini diuraikan ke dalam lima bab. Bab
pertama berisikan rangkaian pendahuluan dengan tujuan untuk memberi gambaran

awal penelitian ini, pendahuluan tersebut terdiri dari latar belakang masalah,

80 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R Dan D (Bandung: Alfabeta,
2021), him 59.
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rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian
terdahulu, kerangka teori yang berisikan teori-teori yang akan digunakan yaitu teori
yang masuk dalam ranah Filsafat Hukum Islam meliputi teori magéashid al-
Syari’ah, ahkdm al-Syari’ah, ushul figih, dan gawaid al-Fighiyyah, lalu dilanjutkan
dengan pembahasan mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang Kompilasi Hukum Islam, diawali
dengan definisi, asal usul penyusunannya dan dilanjutkan dengan pembahasan ahli
waris secara umum, dari definisi hingga bagian-bagian dari ahli waris.

Bab ketiga berisi pemetaan pokok permasalahan yang akan menjelaskan
mengenai ahli waris pengganti, dari asal usul pemunculan istilah tersebut, ketentuan
yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris pengganti,
penggolongan siapa saja yang bisa menjadi ahli waris pengganti berdasarkan
Kompilasi Hukum Islam, dan ditutup dengan berbagai ilustrasi penerapan ahli waris
pengganti sesuai dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab keempat merupakan bab inti dari penelitian ini yang di dalamnya
dipaparkan seluruh hasil dan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini
yaitu menganalisis ketentuan ahli waris pengganti yang telah ada dalam Kompilasi
Hukum Islam dengan menggunakan Filsafat Hukum Islam sebagai alat untuk
menganalisisnya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi simpulan dari penelitian ini

serta berisi saran dari peneliti



